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I.  PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang
Program Strategis Kota Palembang, yang salah satunya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase serta Pengendalian Banjir, maka pihak Pemerintah, melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII berupaya melakukan pengendalian banjir Kota Palembang melalui kegiatan "Pelembang Flood Control".

Lokasi-lokasi yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian banjir di kota Palembang adalah daerah-daerah yang ada dalam DAS Bendung, DAS Sekanak, DAS Buah, dan DAS Sriguna. Bangunan-bangunan pengendali banjir yang mungkin dilaksanakan adalah pelebaran/pembuatan saluran, pembuatan tanggul sungai, pembuatan kolam retensi, pembangunan stasiun pompa, selain itu di sekitar kanan dan kiri sungai juga direncanakan pembuatan jalan inspeksi sebagai sarana Operasional dan Pemeliharaaan (OP) sungai nantinya. 

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada untuk menjadi titik tolak pada pembahasan dalam tulusan ini. Rumusan dari permasalahan adalah ”Bagaimana hasil inventarisasi lahan dan bangunan serta besarannya terhadap debit banjir sungai Sekanak” ? 

1.3. Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan untuk menginventarisasi bangunan dan lahan yang akan diganti rugi serta besaran debit banjir sungai sekanak dalam rangka penanganan banjir pada sub DAS Sekanak. 
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Umum

1).
Sensus, adalah hitungan per kepala dari orang-orang yang diusulkan  dalam subproyek yang memenuhi persyaratan sebagai orang yang terkena dampak (displaced person).

2).
Kompensasi, adalah biaya penggantian yang diberikan sebagai penggantian atas tanah dan bangunan yang dibebaskan, secara keseluruhan atau sebagian dan semua aset/benda tak bergerak di atas tanah dan bangunan-bangunan serta tanaman dan pohon.

3). 
Pembebasan  lahan, adalah kegiatan dalam rangka perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari orang-orang yang terkena dampak untuk kepentingan sub-proyek/program.

4).
Orang yang tergeser, adalah orang-orang yang tanah atau bangunannya dibebaskan sebagian sebagai akibat pelaksanaan sub-proyek/program tetapi masih mungkin tinggal di lokasilama. Mereka mengalami atau akan mengalami dampak negatif, seperti (i) memburuknya kualitas kehidupan, (ii) hilang/berkurangnya hak atas tanah dan rumah (termasuk tanah pertanian dan tanaman) atau aset fisik lainnya yang dimiliki secara permanen/sementara, (iii) hilang/berkurangnya akses ke aset produktif secara permanen/sementara, (iv) hilangnya/berkurangnya penghasilan /bisnis/pekerjaan/tempat kerja atau sumber penghasilan.

5).
Orang yang tergusur, adalah orang-orang yang dipaksa pindah dari lokasi mereka sebelumnya karena : (i) semuanya atau lebih dari 50% dari lahan atau bangunan mereka terkena sub-proyek/program, atau kurang dari 50% dari lahan atau bangunan mereka terkena sub-proyek/program dan bagian yang tersisa secara ekonomi tidak layak atau tidak dapat di huni.

6).
Bantuan rehabilitasi, adalah penyediaan dana tunai atau berupa aset-aset atau dalam bentuk bantuan lain yang diberikan kepada orang yang terkena dampak proyek yang tidak memiliki lagi hak hukum atas aset-aset yang dibebaskan oleh proyek sampai paling sedikitnya sama atau meningkatkan tingkat kehidupan mereka hingga lebih baik dari sebelum proyek.

7).
Pemukiman kembali, adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merelokasi orang terkena dampak proyek (tergusur) ke suatu permukiman baru, sehingga kemudian mereka dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

8).
Penggusuran (involuntary displacement), adalah kegiatan memindahkan penduduk tanpa penjelasan yang cukup atau tidak memberikan pilihan kepada yang bersangkutan dalam bentuk : (a) membebaskan lahan yang berakibat (i) relokasi atau kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses keaset, (iii) kehilangan penghasilan atau sumber penghasilan, tidak peduli yang bersangkutan harus pindah ke tempat lain atau tidak; atau (b) larangan paksa untuk memasuki ruang terbuka resmi dari wilayah lindung yang memberi dampak negatif kepada yang bersangkutan.

2.2.  Kompensasi, Pemukiman Kembali, Bantuan Lain dan Kriteria Seleksi Orang-Orang Yang Terkena Dampak
Berdasarkan persetujuan yang di capai dalam  negosiasi, orang yang tergusur (displaced persons) dapat memilih untuk menerima kompensasi tunai, pemukiman kembali atau pilihan-pilihan lain. Pilihan lainnya termasuk kapling siap bangun, pertukaran lahan yang sama ukurannya atau sama produktifnya, rumah sederhana, apartemen, perumahan yang dibangun pengembang dengan fasilitas kredit, atau skema lainnya. Dari semua pilihan tersebut, orang yang tergusur akan mendapatkan sebidang lahan dimana mereka tidak perlu membayar lebih dari pengeluaran rutin mereka sebelumnya. Dalam semua kasus, jumlah kompensasi, pemukiman kembali atau lainnya harus cukup memadai untuk mencapai perbaikan atau sekurangnya tetap seperti sebelum proyek.

2.2.1. Kompensasi dan Perhitungan Kompensasi

a). Orang yang terkena dampak pemindahan memiliki hak untuk menerima biaya penggantian/pemindahan yang sebenarnya adalah untuk :

- 
untuk lahan di wilayah perkotaan, nilai pasar dari lahan di lokasi sebelum dipindahkan dengan ukuran dan penggunaan yang sama, dengan yang sejenis atau dengan pelayanan prasarana dan sarana umum yang lebih baik, serta ber lokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang terkena proyek, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, biaya balik nama dan pajak.

-
untuk lahan pertanian, nilai lahan sebelum sub-proyek/program atau sebelum pemindahan, meskipun lebih tinggi, lahan pengganti harus sama produktifnya atau potensi penggunaannya berlokasi tidak terlalu jauh dari lahan yang lama, termasuk biaya-biaya untuk penyiapan lahan sehingga menyerupai lahan sebelumnya ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran dan biaya balik nama dan pajak.

-
untuk rumah-rumah dan bangunan lainnya, nilai pasar dari material untuk membangun sebuah bangunan pengganti, atau untuk memperbaiki sebagian bangunan yang terkena, ditambah biaya pengangkutan material bangunan ke lokasi pembangunan, ditambah biaya buruh dan jasa kontraktor, ditambah biaya-biaya untuk pendaftaran, biaya balik nama dan pajak.

Dalam hal perhitungan biaya penggantian dari sebuah aset yang terkena dampak, perlu dijelaskan bahwa depresiasi dari aset dan nilai dari sejumlah material tidak dimasukkan ke dalam perhitungan dan juga tidak diperhitungkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan sub-proyek/program yang dikerjakan.


Kompensasi dari tanaman, pohon-pohon, dan aset lainnya akan didasarkan pada nilai penggantian dengan menggunakan harga yang ada per pohon yang disiapkan oleh lembaga/dinas terkait, diambil dari perhitungan harga pasar setempat (lokal).

b). 
Nilai kompensasi akan tergantung pada status penguasaan atas lahan dan bangunan dari orang yang akan dipindahkan.

c).
Orang yang terkena dampak yang : (i) sisa lahan dan bangunannya tidak bisa digunakan untuk hunian atau tempat bekerja; atau (ii) sisa lahannya kurang dari 60 m2; (iii) sisa lahan pertaniannya kurang dari 50% dari ukuran tertentu sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan; atau (iv) sisa bangunan kurang dari 21 m2; memiliki pilihan dimasukkan sebagai orang-orang secara fisik dipindahkan/digusur dan mendapat kompensasi untuk aset yang terkena dampak. Orang yang terkena dampak yang sisa lahannya kurang dari 60 m2 dan bangunannya kurang dari 21 m2, akan memperoleh pilihan untuk pindah ke sebuah lokasi baru pada persil minimum seluas 60 m2 dan bangunannya minimum seluas 21 m2. mereka juga akan mendapat kompensasi di lokasi baru sesuai dengan kerugian mereka.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi proyek ini adalah sebagai berikut :

a. Warga Terkena Proyek (WTP) akan mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan perhitungan biaya penggantian riil (real replacement cost) atas hilangnya aset yang dimiliki sebagai akibat dari sub-proyek.
b. Kompensasi yang ada adalah budget Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Palembang dengan sistem sharing 50:50 dari semua biaya yang timbul akibat pembebasan lahan.
c. Semua bentuk kompensasi dan santunan yang diterima oleh warga dibebaskan dari segala pajak dan pungutan lainnya.

Jenis aset yang akan terkena proyek yang akan diberikan penggantian adalah tanah dan aset-aset lain yang ada di atasnya yaitu bangunan, tanaman, pagar, dan beberapa sarana pendukung bangunan lainnya yang terkena pengadaan tanah, data tanah, bangunan dan aset lainnya yang terkena proyek disajikan pada Lampiran.
2.2.2. Lahan Pemukiman Kembali

a).
Lahan pemukiman kembali yang disediakan untuk masyarakat yang tergusur  termasuk juga sarana dan prasarana umum sehingga baik untuk tinggal dan memungkinkan pengembangan sebuah kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik, adapun hal yang dimaksud adalah : (a) jalan dan jalan setapak yang diperlukan; (b) sistem drainase; (c) penyediaan air bersih (jika distribusi air melalui pipa tidak memungkinkan, maka harus ada sumur dangkal yang memenuhi standar kesehatan); (d) listrik; (e) fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat kerja, fasilitas keagamaan, dan fasilitas olahraga, sesuai dengan ukuran jumlah komunitas yang baru; dan (f) fasilitas transportasi umum untuk mencapai kehidupan layak.

b). 
Orang yang secara fisik dipindahkan akan pindah ke lokasi baru setelah sarana dan prasarana di lokasi pemukiman kembali selesai dan layak untuk di huni. Orang yang terkena dampak akan diinformasikan tentang penyelesaian dari lahan pemukiman kembali sekurang-kurangnya satu bulan sebelum pemindahan, dan mereka akan diundang untuk meninjau lokasi baru tersebut. Tapak pemukiman sudah harus ada sebelum mulai dengan sub-proyek terkait.

c).
Lokasi yang disediakan (dicadangkan) untuk pemukiman kembali secara luas akan dipublikasikan sehingga masyarakat secara luas pula akan mendapat informasi.
 

2.2.3. Kriteria Seleksi Orang-Orang Yang Terkena Dampak

Orang yang terkena dampak dapat dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang sebagai berikut :

a).  Memiliki sertifikat lahan (akte hak milik), girik, atau hak adat;

b). Secara hukum setempat/adat dinyatakan memiliki hak untuk   menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, atau industri di dalam wilayah proyek, atau tinggal di tapak prasarana atau sarana publik seperti sungai, jalan, ruang terbuka, sarana publik lainnya di wilayah sub-proyek/program tetapi tidak memiliki sertifikat tanah atau bukti haka atas tanah lainnya yang legal;

c). Tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri atau tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program tetapi yang saat sensus atau pra studi kelayakan dilakukan sudah tinggal disitu;

d).  Para penyewa;

e).  Mereka yang kehilangan pekerjaan karena kehilangan lahan;

f). Tidak memiliki hak untuk menempati lahan di kawasan perumahan, komersial, industri, dan tanah negara atau tapak sarana publik di wilayah sub-proyek/program dan baru mulai tinggal di lokasi tersebut setelah sensus atau pra studi kelayakan dilakukan.

2.3. 
Penetapan Warga Terkena Proyek Yang Berhak Menerima Kompensasi

Sesuai dengan hasil inventarisasi dan survai serta mengacu pada Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, kriteria WTP yang berhak menerima kompensasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang, melalui Panitia Pengadaan Tanah, yang akan memperoleh kompensasi akibat dari rencana pelaksanaan  proyek sebagai berikut :

a. Warga yang Terdaftar pada saat Inventarisasi

Warga yang terdaftar pada saat inventarisasi oleh tim pembebasan tanah Mei 2009 dan dirinci bersama BPN sesuai petak-petak lahannya. Adapun warga yang terdaftar sebagai berikut :
1) Pemilik tanah bersertifikat.
2) Pemilik tanah tanpa bersertifikat tetapi memiliki bukti lain.
Masyarakat dengan kriteria ini, mempunyai hak mendapatkan kompensasi dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah seperti surat pajak, girik, atau surat perjanjian jual-beli yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan saksi serta surat keterangan dari lurah. Untuk tanah dengan status warisan, pemilik harus menyerahkan bukti ahli waris yang sah. 

3) Pemilik bangunan

Pemilik bangunan berhak mendapatkan kompensasi, baik memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Usaha Kecil

Usaha kecil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di atas tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha adalah mereka yang terdaftar pada saat dilakukannya kegiatan studi ini. 
2.4. Kelembagaan

a. Untuk kegiatan khusus Pengadaan Tanah, Pemerintah Kota menunjuk langsung Dinas Pekerjaan Umum kota Palembang untuk melakukan kegiatan tersebut.
b. Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Kota akan membentuk Tim Kerja Program yang disebut sebagai Tim Pengadaan Tanah, Relokasi dan Pemberdayaan Masyarakat (TPTRP) yang tugasnya melakukan kegiatan pengadaan tanah, relokasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dibawah koordinasi langsung Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.

c. Secara umum Tim ini berfungsi untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah, relokasi dan pemberdayaan, termasuk melakukan konsultasi dan musyawarah dengan warga, menampung aspirasi, usulan dan keluhan warga, serta bersama-sama dengan warga untuk menindaklanjutinya sesuai dengan pemecahan permasalahan terbaik. Pembentukan Tim Kerja ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

d. Tim Pengadaan Tanah, Relokasi dan Pemberdayaan Masyarakat akan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk melaksanakan rencana program mulai dari tahap sosialisasi dan diseminasi, pelaksanaa, monitoring dan evaluasi. Keanggotaan Tim Pengadaan Tanah, Relokasi dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1) Pemerintah Kota

2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Sumsel

3) Bappeda kota Palembang

4) PLN

5) PT.Telkom

6) PDAM Tirta Musi Palembang

7) BPN kota Palembang

8) Dinas Tata Kota Palembang

9) Dinas PU kota Palembang

10) Lurah dan Camat dalam lingkup lahan terkena proyek

2.5.   Penanganan Keluhan

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan Warga Terkena Proyek (WTP), maka Pemerintah Kota Palembang akan menunjuk Tim Pengadaan Tanah, Relokasi dan Pemberdayaan (TPTRP) untuk melakukan penelitian.

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan Warga Terkena Proyek untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip win-win solution.

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan, dan usulan akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya Warga Terkena Proyek dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebar luaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor Pemerintah Kota ( Pemkot ), dan kantor Kecamatan dan Kelurahan. 
Sedangkan mekanisme penyelesaian apabila belum tercapainya kesepakatan mengenai besaran kompensasi maka akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya.
III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Studi 

DAS Sekanak terletak di wilayah Kota Palembang, terutama di wilayah Kecamatan Ilir Barat I dan Kecamatan Ilir Barat II. Kota Palembang dapat ditempuh dari Jakarta dengan cara melalui jalur darat, laut dan udara. Jalur darat ditempuh melalui jalur lintas Sumatera. Sedangkan jalur laut ditempuh melalui Sungai Musi. Sementara jalur udara dapat melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II seperti terlihat pada gambar 3.1.

DAS Sekanak adalah salah satu dari 19 sistem sungai yang ada di Kota Palembang. Penyusunan rencana drainase di DAS Sekanak, merupakan bagian dari penataan lingkungan hidup perkotaan yang serasi dan terpadu, penataan penggunaan dan peruntukan tanah perkotaan, serta melengkapi, mengembangkan dan pemerataan prasarana lingkungan, fasilitas sosial, dan utilitas umum. 

3.2. Data Primer

3.2.1. Data lahan dan bangunan 

Data hasil inventarisasi lahan merupakan data primer yang di ambil langsung dari lapangan meliputi banyaknya lahan yang termasuk dalam wilayah sub DAS Sekanak (terlampir).

3.2.2. Data Bangunan 

Bangunan dalam wilayah sub DAS Sekanak juga merupakan data primer yang langsung diambil dari lapangan pada waktu yang telah ditentukan (terlampir).

3.3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data curah hujan dan kondisi sub DAS Sekanak sebagai data untuk menganalisis besaran nilai curah hujan dan untuk menghitung besaran debit banjir di sungai Sekanak.
IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Inventarisasi Bangunan dan Tanah Terkena Proyek

4.1.1. Bangunan Terkena Proyek Dalam Wilayah sub DAS Sekanak
Dari hasil survei terhadap lahan dan bangunan pada Sungai Sekanak, maka penulis mendapatkan data bangunan yang terkena proyek masing-masing pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Bangunan Terkena Proyek

	Sub DAS Sungai Sekanak
	Permanen
	Semi Permanen
	Non Permanen

	Sebelah Kanan
	12
	13
	24

	Sebelah Kiri
	10
	20
	17


Dari keseluruhan bangunan tersebut, secara umum persentase luasan bangunan Sub DAS Sekanak yang akan terkena pembebasan lahan adalah seperti pada grafik 4.1 berikut :


4.1.2. Status Tanah/Lahan Terkena Proyek Dalam Wilayah sub DAS Sekanak


Sesuai dengan ruang lingkup studi antara lain :

1. Melakukan inventarisasi aset terkena proyek

· Jumlah Warga Terkena Proyek (WTP), jumlah dan jenis usaha informal, luas tanah, luas bangunan yang terkena proyek

· Jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan dan pengaruh proyek terhadap mata pencaharian tersebut

· Sarana dan Prasarana umum dan sosial yang terkena proyek

2. Melakukan survei sosial ekonomi dengan cara sensus untuk memperoleh informasi mengenai :

· Jumlah, jenis dan besaran usaha informal yang berada di lokasi proyek.
· Kondisi, status dan harga jual tanah dan bangunan yang akan terkena proyek.
· Ketersediaan dan penggunaan prasarana lingkungan dan utilitas proyek.

· Kemungkinan dampak positif dan negatif proyek terhadap warga yang terkena proyek, persepsi warga terhadap manfaat proyek, pilihan kompensasi dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif proyek.

3. Melakukan diskusi dengan instansi terkait untuk memberi input dan evaluasi terhadap hasil inventarisasi survei antara lain bentuk, cara penilaian dan besarnya ganti rugi serta upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan proyek.

4. Bersama dengan Pemerintah kota melakukan konsultasi dengan warga dan sosialisasi mengenai rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan kepada warga.

Dimana mayoritas status tanah yang akan dibebaskan di wilayah studi berstatus Hak Milik (SHM) dan sebagian besar dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat (GS), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Kepemilikan Hak (SPH) dan keterangan lainnya. Dengan hasil inventarisasi dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.2. Status Tanah Pada Sub DAS Sekanak

	Sub DAS Sungai Sekanak
	SHM
	GS
	SKT
	SPH
	 Lain-lain

	Sebelah Kanan
	27
	5
	3
	2
	17

	Sebelah Kiri
	31
	-
	1
	-
	16


Dari keseluruhan Tanah/Lahan tersebut, secara umum persentase luasan bangunan Sub DAS Sekanak yang akan terkena pembebasan lahan adalah seperti pada grafik 4.2 berikut :
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Grafik 4.2. Status Tanah Pada Sub DAS Sekanak

4.2.
Kondisi Sosial Ekonomi


Survei ini dilakukan dan kemudian bersama sama dengan pemerintah kota Palembang  dilakukan  musyawarah kesepakatan harga atau nilai kompensasi antara Pemkot Palembang dan Warga Terkena Proyek (WTP) tetapi belum dilakukan pembayaran atas ganti rugi. Dasar pertimbangannya adalah survei dianggap mewakili keseluruhan warga terkena proyek. Hasil survei sosial ekonomi yang telah dilaksanakan diperoleh hasil seperti pada lampiran.

4.2.1. Pendapatan dan Pengeluaran

Terdapat sebanyak 41 warga berpendapatan sebesar Rp 1.000.000,-/bulan, sebanyak 29 warga memiliki pendapatan lebih besar dari Rp 1.500.000,-/bulan, sebanyak 22 warga memiliki pendapatan antara Rp 1.000.000,-/bulan s/d Rp 1.500.000,-/bulan dan sebanyak 4 warga memiliki pendapatan lebih kecil dari Rp 500.000,-/bulan serta 6 orang tidak teridentifikasi.
Terdapat sebanyak 38 warga mempunyai pengeluaran sebesar Rp 500.000,-/bulan s/d Rp 1.000.000,-/bulan, pengeluaran antara Rp 1.000.000,-/bulan s/d Rp 1.500.000,-/bulan sebanyak 34 warga, sebanyak 20 warga memiliki pengeluaran diatas Rp 1.500.000,-/bulan dan 2 warga berpengeluaran kurang dari Rp 500.000,-/bulan serta 8 warga yang tidak teridentifikasi.
4.3. Analisis Perhitungan Debit Banjir Sub DAS Sekanak

Untuk mencari design flood pada periode ulang tertentu akan mencapai hasil yang baik bila data debit sungai pada lokasi kolam diketahui. Karena data debit sungai tidak ada, maka perhitungan design flood untuk kolam ini didasarkan atas curah hujan, dimana datanya diambil dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kenten Sako Palembang dengan periode pengamatan 10 tahun.
    Tabel 4.3 Nilai Kedalaman Hujan Dengan Metode Gumbel

	No.
	Periode Ulang Hujan

(tahun)
	R24
(mm)

	1

2

3

4

5
	5

10

20

50

100
	88,2688

88,9745

89,6510

90,5279

91,1894


4.4.  Intensitas Curah Hujan


Untuk menghitung Intensitas Curah Hujanm maka didapat:

Untuk kala ulang 5 tahun T5 ................R24 = 88,2688 mm

t = 10 menit, untuk itu dijadikan dalam satuan jam hingga menjadi 
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  = 101,029 mm/jam

Demikian seterusnya untuk t = 20, 30, 40, 50, 60 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.4 Hasil Analisis Intensitas Curah Hujan 
	Kala Ulang

(Tahun)
	R24

(mm)
	t

(menit)
	I

(mm/jam)

	5

5

5

5

5

5
	88,2688

88,2688

88,2688

88,2688

88,2688

88,2688
	10

20

30

40

50

60
	101,029

64.7

49.3

40.7

35.1

31.1


4.5. Pembahasan 
4.5.1. Lahan dan Bangunan 

Dari hasil perhitungan dan inventarisasi baik lahan maupun bangunan pada sub DAS Sekanak didapat bangunan yang akan dibebaskan sebanyak 96 buah dengan persentase kondisi bangunan :

· Bangunan Permanen 
      : 22 bangunan dengan persentase sebesar 23% 

· Bangunan Semi permanen    : 33 bangunan dengan persentase sebesar 34%

· Bangunan Non Permanen     : 41 bangunan dengan persentase sebesar 43%

Kemudian untuk status tanah pada sub DAS Sekanak didapat :

· Tanah yang berstatus Hak Milik sebesar 57% 

· Tanah yang mempunyai kepemilikan sertifikat sebesar 5% 
· Tanah yang mempunyai Surat Keterangan Tanah sebesar  4% 

· Tanah yang mempunyai Surat Kepemilikan Hak sebesar 2% 

· Tanah yang dengan keterangan yang lain sebesar  32% 

Perkiraan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.175.892.500,-  dengan rincian sebagai berikut :
· Nilai ganti rugi bangunan sebesar Rp. 1.325.155.000,-

· Nilai ganti rugi pagar sebesar Rp. Rp. 117.337.500,-

· Nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.706.900.000,-

· Nilai ganti rugi tanaman sebesar Rp. 26.500.000,-

4.5.2. Debit Banjir Sungai Sekanak
Berdasarkan hasil peritungan yang sudah penulis dapatkan bahwa curah hujan untuk sub DAS Sekanak mengikuti agihan Metode Gumbel dengan periode ulang 10 tahun karena sub DAS Sekanak merupakan sungai orde ke-2 dari sungai Musi oleh karena itu dipakai Debit Banjir dengan periode ulang 10 tahun sebesar 16,178 m3/dtk
V. KESIMPULAN DAN SARAN     
5.1. Kesimpulan 
1. 
Jumlah warga yang terkena pembebasan lahan sepanjang bantaran DAS Sekanak sebanyak 102 warga. Walaupun hasil investigasi dan inventori lahan sudah dilakukan inventarisasi, masih perlu dilakukan survei kembali untuk bahan update data terbaru. 

2. 
Nilai ganti rugi yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp. 3.175.892.500,- terbilang (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

3. 
Debit banjir pada Sub DAS Sekanak sebesar 16,178 m3/detik dengan periode ulang 10 tahun karena Sub DAS Sekanak merupakan Sungai sekunder.

5.2.   Saran 

1.
Masih diperlukan ketegasan dari Pemerintah Kota Palembang untuk menertibkan instansi yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu dari Dinas Tata Kota pemerintah kota Palembang karena banyak bangunan melanggar aturan sempadan yaitu bengunan yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Daerah Milik Sungai.

2.
Masih diperlukan informasi kepada masyarakat secara terus menerus karena informasi merupakan metode dalam rangka menyamakan persepsi dan tanggapan positif masyarakat terhadap suatu proyek.

3.
Perlu dilakukan analisis banjir pada periode tertentu dengan membandingkan data yang sudah ada.

4.   Sebaiknya membangun rumah jenis panggung pada daerah rawan banjir.
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Gambar 3.1. Daerah Lokasi Studi








Grafik 4.1. Kondisi Bangunan Pada Sub DAS Sekanak
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